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b bahwa Alokasl Belanja Bantuan Keuangan sebagairnana 
dimaksud dalam huruf a .. diterima setelah Peraturan Daerah 
Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran 
Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 
ditetapkan, rnaka sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan 
Gubernur Jaw.a Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata. 
Cara Pernberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan 
Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari 
Anggaran endapatan dan Belanja Daerah Pro insi Ja1Na 
Tengah dise butkan bahwa dalam ha] penetapan PBO 
Kabupaten/Kota mendahului pcnetapan APBD,. p ngangg ran 
bantuan keuangan pada APBD Kabupaterr/Kota dilakukan 
dengan terlebih dahulu rnelakukan perub han Peraturan 
Bupati/Walikota ten tang Penjabaran APBD K bupaten/ Kora 
dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD 
Kabupaten/ Kota atau esu i ket ntuan p r tun .n p rundang 
undangan; 

e. bahw b rd 
470/6499/ J 

a. b hwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat 
Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Provinsi Jawa Tengah 
Tahun Anggaran 2015 Nomor L2.0.0l.00.00.00.5,.l tanggaJ 28 
Desernber 2015, Pernerintah Kota Magelang mendapat Alokasi 
Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan 
Pemerintahan Desa berupa Bela.nja Banruan Keuangan yang 
telah ditetapkan alokasi penggunaannya; 

WALIKOTA MAGELANG, 

WALJI{ 
-I· VI.N 

ERATURAN WALII Tl\ MAGELANO 
NOM R. 41 TAHUN 2016 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG 
NO MOR 3,2 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2016 

DENO.AN RAHMAT TU HAN YANG MAHA E A 

Menimbang 
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5. 

4. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tienJang Keuangan 
Negara (Lembaran. Negara Republik Indonesia ~ahu.n 20~3· 
Nomor 47, Tarnbahan Lernbaran Negara Repubhk Indonesia 
Nornor 4286); 

Undang-Undang omor 1 T.ahun . 2004 tentar~.g 
Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia omor 4355); 

Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Pemerik_saan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawa1! Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia T.~hun_2004 ~omor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

3. 

Undang-Undang omor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Be bas dari Korupsi 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851},; 

2. 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 teritang Pernbenrukan 
Daerah Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi .Jawa 
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat: 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d:imaksud 
dalam lruruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu 
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan ata . 
Peraturan Walikota M.agelang Nomor 32 Tahun 2015 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2016; 

kcbutuhan tersebut - -1 l .. 
mengalokasik - . . me a u.1. APBD, dengan cara 
Kelo~pok B ~n- !ang~aran. pada. jenis Belanja Tidak tcrduga, 
Satuan . - - ~ anja Tidak Langsung yang dianggarkan dalarn 
Selariiu l{erJa . Pengelola~n . keuangan _ Daerah (SKPK ). 
b h aJ tnya untuk mer alts· sikan kebutuhan peralatan dan 
d a and penduk~ng yang sifa tnya habis pakai tersebut yang 
d~p. -~ ~k~tegonkan .. eba~ i kegi tan yang sifatnya tidak dapat 
d rpre -1 s1 seb lu~nya, diluar kendali d n prediksl pemerintah 

·T=:~~h~ ma~a ... d1laku~an pergeseran jcnis . Belanja 'Tid.ak 
? yang. d1anggarkan pada SKPKD ke dalam angg ran 

Belanja ~Langsung. pada Satuan Kerja Pcrangkat Daerah 
(SKPD) yang menangani Urusan Administrasi Kependudukan; 

d. bahwa pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dan 
antar obyek belanja di'lakuka.n dengan cara mengubah 
Peraturan .W~ikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah· 

Mengingat 
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13. Peraturan P m rintah N m r 109 Tah 1.n _QQO t nt ng 
Kedudukan K ua g n K pal Daerah d m W kil Kepala 
Daerah (Lernbaran Negar R publik lndone ia Tahun 2000 
Nornor 210, Tarnbah n Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

12.. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentan Per turs I 

Gaji Pe awai Negeri Sipil (Lembar n Negara R publik 
Indonesia Tahun 1977 Nomor 1) seb gatmana telah diub h 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pern rimah No r 
30 Tahun 2015 t nan Perubahan K tujuh ela t 
Pera ur n Pernerin - h Nomor 7 tahun 1977 t ntang P raturs n 
Gaji Peg w i N ·geri Sipll ,(L baran N ara ublik 
Indonesi T hu '2015 No or 12 )~ 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 55,87) sebagairnana telah diubah beberapa kali 
terakhir dcngan Undang Undang Nornor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran egara 
Republik Indonesia Tahun 201S Nomor 58:; Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomo.r 5679)· 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun .2011 tentang Pernbentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Republ.ik Indonesia Nornor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribu I Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 13,0,, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor .5049); 

Undan.g .. Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayans n 
Publik [Lernbaran Ne ara Republik Indonesia Tahun 2'00 
Nomor 112, Tarnbahan Lernbar n Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038)· 

n A11· ru I irn erin 1 u dun P rm rln a Daer h 
N iur _ cpublik Indone ln T hun 200 .ornor 
han Lcmb r n egnr Rcpublik Jndo:nc ia lorn r 

7. 

Nomor 25 Tahun 2004 tentan 6. 
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19. era.turan Pcrnerintah Nomor 65, Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal [Lernbaran Negara Republik lndon sia Tahun 2005 
Nomor 165, Tamba.han Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585}; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R publik 
Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Inforrnasi Keuangan Dae-rah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lernbaran 
Negara R.epublik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 l O Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 
2005 N omor 13 7, Tam bah an Lem baran. Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 200S tentang 
Pengelolaan Keuarigan Badan Layanan Umu.m [Lernbaran 
Negara .R.epublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambaha.n 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan P:eraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah N omor 23 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nornor 171, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia N omor 5340); 

14. Perahlran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan clan Anggota 
Dewan ~erwalcilan Rakyat Daerah (Lcmbar n Ne zara Republjk 
Indonesia Tahun 2004 omor 90, Tarnb han Lernbaran 
N~gara. Republik Indonesia Nomor 4416) se iagairnana t lah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Per turan Pemerintab 
Nomor 21 Tahun 2007 lcntang Perubahan K ti za Ata 
Peraturan Pemerin ah Nomor 24 Tahun 2004 · en · ng 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pirnpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lernbaran Negara R p blik 
Indonesia Tahun 2007 Nornor 471 Tambahan Lcrnbaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 4712); 
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28. Peraturan Presiden Nornor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pela.ksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
P,embentukan Pera tu.ran Perundang-undangan (Lem baran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 199); 

27. Peraturan Pernerintah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Hibah 
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nornor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indones.ia 
Nornor 5272):; 

26. Peraturan Pernerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjarnan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5219);. 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sta.ndar 
Akuntansi Pernerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor S.165); 

24. Peratu an. Pemerintah Nomor S Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik sebagairnan telah diubah 
dengan Peraturan Perncrintah Nomor 83 Tahun 2012 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4972); 

23. Peraturan Pemerin.tah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkal Daerah [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nornor 89, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

22. Peraturan Peme.rintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penye1enggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungj awaban Ke pal a Dae rah 
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah Kepada 
Masyarakat (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor l 9t Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4693); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614)i; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
T:ahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 45,93); 
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39 Peraturan Daerah Kora M gelang ornor 18 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota 
Magelang Tah un 2011 Norn or l 8t ~ 

40. Peraturao Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 
tentang Retribusi Perjzinan Terte tu (Lembaran Daerah Kofa 
MageJang Tahun 2011 Nomor 19); 

38. Peraturan Daerah Kota Magelang Nornor 1 7 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Um.um (Lembaran Daerah Kota 
Magelan Tahun 2011 Nomor 17); 

34. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lernbaran Daerah Kata Magelang Tahua 2009 Nomor 3):; 

35. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 
tentang Bea Perolehan Bak Atas Tanah dan Bangunan 
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 9); 

36. Peraturan Daerah Kata Magelang Nomor 10 Tahun 2010 
tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Magelang 
Tahun 2010 Nomor 10); 

37. Peraturan Daerah Kota Magelang Nornor 16 Tahun 2011 
tentang Pajak Daerah (Lernbaran Daerah Kota Magelang 
Tahun 2011 Nomor 16)~ 

3,3. Peraturan Daerah Kata Magelang Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Susunan; Kedudukan dan Togas Pokok Organisasi 
Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kata Magelang 
Tahun 2008 Nornor 6)~ 

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 
tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi 
Lernbaga Teknis Daerah, Badan Pe ayanan Perizinan Terpadu 
dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lernbaran Daerah Kata 
Magelang Tahun 2008 Namor 5); 

32. 

Peraturan Daerah Kot:a Magelang Nomor 4 Tahun 2008 
tentang Susunan, Kedudukan dan Togas Pokok Organisasi 
D · nas D aerah (Lem baran Daerah Kota M agelang Tahun 2008 
Nornor 4); 

31. 

30. 

Peraturan. Daerah Kola Magelang Nornor 2 Tahu:n 2008 
ten.tang Urusan Pern .. t h M . di _ _ . _ . , ·enn a an yang cnJa · 1 Kewenangan 
Pemenntah D h · · · - · _ _ aera Kota Magelang (Lembaran Dae rah Kata 
Magelang Tahun 2008 Nomor 2):; 

Peratur n Daerah Kot Magelang Nomor 3 Tahun 2008 
tentang .susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi 
Sekr:etanat Daer h dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 
3),; 

29 .. 
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49. Perattrrt n Me·nt,-·ri D dnrn Neg ·ri No r 52 Tahun 20 l S. 
rentang Pedoman Penyu unan Ang Arnn P ndapatan d n 
Belanj.a D crah Ta h in Anggoro.n 20 16; 

48. 

47. Pera uran Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun _,007 
tentang Pengawasan Per turan Do. rah don P rnturan p la 
Daerah; 

46. Peraruran Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuan.gan Daerah, 
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja 
Penunjang Operasional Plmplnan DPRD Serta Tata Cara 
Pengernbalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana 
O perasional; 

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedornan Perigelolaan Keuangan Daerah sebagairnana 
telah diu.bah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Da am Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

44 Peraturan Dae rah Kota Magelang N omor 9 Tahun 2015 
tentang An garan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2016 [Lernbaran Daerah Kota Magelang Tahun 20 5 
Nornor 9 )· 

43. Pero. trran Daer h Kota M gel n Nornor Tah 201 S 
tent ng Penarnbah n Penycrtaan Modal Dae rah Kc OG1l"' m 
Modal Perusahaan D erah Obyek Wisata Tam n Kyai 
Langgeng, Perusah ._ · n Daerah Pere takan, Dan Peru - h n 
Da rah Bank Perkredit n R kyat Bank Magelang [Lernbaran 
Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor 8~ Tambahan 
Lembaran Daerah Kata -Magelang Nomor 46); 

·42. 

an 

41 . Per tur n D er h Kot 
nt n Pajak 

(L mb r n Do 
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Rp. 42'4.974.292.000,- -Jumlah Belanja Tidak Langsu.ng 

Rp. 38 060.172.000.- 

Rp. 382..867 .283.000,- 
Rp. 0,- 
Rp 0,- 
Rp. 1.373.140 .. 000,- 
Rp. 2.001.634.000,- 
Rp. 0,- 
Rp. 560. 703.000,- 

Rp.832 384.139.000~- 

Rp 1 78.121.571 000,.­ 
Rp. 613.654.914.000>­ 
Rp 40.607.654.000.- 

2.Belanja; 
a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Bunga 
3) Bclanja Subsidi 
4) Belanja Hi bah 
5) Belanja Ban tuan Sosial 
6) Belanja Bagi Hasil 
7) Belanja Bantuan 

K.euangan 
8) Belanja Tidak Terduga 

.Jumlah Pendapatan 

1. Pendapatan : 
a. Pendapatan Asli Daerah 
b .. Dana Perimbangan 
c .. Lain-lain Pendapatan 

Daerah Yang Sah 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri atas: 

Pasal 1 

I. Ketentuan dalarn Pasal l diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2015 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 
(Berita Daerah Kota Magelang Tahun 201,5 Nornor 32) diubah sebagai berikut : 

PasalI 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PE,RATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 32 TAHUN 2015 
TENTANG PENJABARAN ANGOARAN PENDAPA:TAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016. 

52. Per~turan Walikota Magelang Nomor 32 Tahun 2015 tentang 
PenJabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2016; 

Peraturan Oubernur -Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 201S 
ten~g Tata Cara Pemberian clan Perlanggungja.waban 
Belanja .. Bantu~n Kcuangan Kepada Kabupaten/ Kota Yang 
Bers~.m~bcr dari Angg ran Pendapatan clan Belanja Daerah 
Provin I -Jawa Teng h; 

51. Peraturan W~likota Magelang Nomor 14 Tahun 2015 tcntang 
Rencana Kerja Pembangunan D erah Kota Magelang Tahun 
2016; 

50. 
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Perubahari Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditampung 
dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2016. 

4. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan satu Pasal bani, yakni asal 3a 
sehingga berbunyi se bagai berikut : 

Pasal3a 

diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 ang 
merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Waliko a ini. 

3. Ketentuan dal.am Lampiran II tentang penjabaran AP'BD pada 
1 01.01 Dinas Pendidikan; 
1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum; 
1.06.01 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; 
1.10 .0 l Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
1.20.14 Kelurahan Tidar Selatan; 
1.20.29 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah; 
1.20.30 Dinas Pengeloaan Pasar; 
1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga 
Berencana; 

2. Ketentuan dalarn Lampiran 1 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum 
d.alam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Walikota 
mi. 

0- , Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp. 

Rp. 63.218.000.000 - Pemb iayaan Net o 

Rp. 70 .. 3os.ooo .. ooo, .. 
Rp. 7.087.000.000,- f-l 

a. Penerimaan 
b.. Pengeluaran 

3 .. Pernbiayaan Daerah :: 

Surplus/(Defisit) Rp. (63.218 .. 000.0001,-) 

Jumlah Belanja Rp. 895.602.139.000,- 

b. Belanja Langsung, 
u Belanja Pega ai Rp. 44.200.242.000,- 
2) Belanja Barang dan JasaRp. 247.928.987.000.- 
3) Belanja Mods I Rp. 178.609.978.000,-. 
Jumlah Belanja Lang ung Rp .. 470.739.207.000.~ 



DipindaidenganCamScanner 

BERITA DAERAH K.OTA MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 1 

SUGIHARTO 

Diundangkan di Magelang 
pada tanggal 1& ftbN . .1e1ri ~I.L 

RUDY APRIY ANTONO 

Magelang 

peraturan Walikota ini mulai berlaku pad tanggal diundangkan, 

Agar eti~~ orang men~_etahuinya., rnemerin t.ahkan perigundangan Pera tu ran 
walikota rm dengan pe·nempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang, 

Pasal II 
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